Sub Bagian Humas dan Tata Usaha|BPK RI Perwakilan I?rovinsi Bali

Tabanan (Bali Post) - | 40 b | i} L !
Warga penerima bantuan progz ddah rumah Provinsi Bali 2015 di Desa Kebon Pa-
dangan, Kecamatan 'upuan, Tabanan

engeluh dana yang diduga dipotong oleh
Rp 30 juta dipotong Rp 4,5 juta per rumah.
dntang- terpilih ldgi itu mengak‘t tidak
('l mengetahui dengan pasti.

Di tempat terpisah, Kepala .
Din f ST)E' 1 Kabupaten Ta-
b'a‘nf I Nyoman Gede Gunawan
mengatakan, meski bukan ranah
kabupaten karena bantuan ini

dari provinsi, pihaknya sudah
mem arin%aihk n stafnxi? un-

I Alasan pemotongan t sebut namun til:
tidak jel disampaikan oleh = gap n.
warga penerima bantuan, “Ka. Dikonff
tanya untak biaya admin}‘ trasi, | Rﬁi} 44
itu saja,” ujar salah satu warga

yang enggan namanya dikorank- tah tuding4
an, Selasa}(lO/l 1) kemarin. Ada a a pemqd
tiga warga yang mendapatkan pajak. S
bantuan bedah rumah yang di- tegasnys.
duga disunat. Pemotongan dana sarnya p 1j k
ini sudah pernah dilaporkannya, ca]on 1 perfis

berbekel[ setempat. ]%gri total anggar

tuk meng
lapangan,

cek kebenara

&

ya di
‘Tidak ada potongan

administr si. X:{ng ada pemba-

yaran pajak dan ongkos tukang.
Pajaknya saja 11 persen dari Rp
30 juta dan ongkos tukangnya.
Yang namanya dana pemerintah
pasti kena pajak,” jelasnya.
Sementara jika dananya be-
rasal dari CSR, ini murni peru-
sahaan atau swasta yang peduli.
“Jadi, tidak ada hubungannya
dengan kedinasan. Kami hanya
sebatas ko rﬂiingsi tentang data
rumah yang mau dibedah, pen-
gelolanya oleh CSR itu sendiri,”
ungka pnya, !

‘ Ma P;anwadisdukcapjl, Ta-
‘, : banan| itu menjelaskan, ?ntuk
program bedah rumah yang
dananya berasal dari provinsi,
Disos Tabanan memang tidak.
dilibatkan dalam monitoring. Su-
dah ada tim khusus dari Provinsi
i Bali mengingat pengerjaannya
i dengan sistem swakelola. “Yang
} jelas itu dikelola oleh desa, Meski
demikian, jika ada informasi
yang njelenée_ng tentu saja kami
akan mengecek dan berkoordi-
nasi dengaq inas Sosial Bali,”

tambah Gunawan. (kmb28)

Raily, || Nevembalr 20
14
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Wattnlickitartlya 1
dllak kan Selasa kem
T1m ustisi mensosialisa
ini di pu at g i
‘Sebudi Kecam -
agar para peng a
kaget setelah nantinya Pe
Karangasem me bil ;

tusan tegas ini. | |
BPK sebelumnya ddl

temuannya meminta Pe

Karangasem segera me -

kan tindakan tegas terhac nan. Mereka menerima kepu

ga]iaanodong )y gdlign  tusan pe merintah daerah

C tak berizin jelag merugjk Namun, ¥

pemeri ntah aer J\Narhup, | menglkﬁ

Iwan Su pa.rt.hﬁ b , intah daeérah.

Pemkab Karangasem mésip- menambahkan,

hon penertlb : i akan dilakuks

bOdO ltublsa i 0y ; C bodon ¢

beberapapertlm Kecamata

diperlukan sosmllg ke ' dem, dan Kubu, sebelum 'pu{
pengusaha dan tuskan akan ditutup to -

pertimbangan staglhtas

Dari engamatan, 8 tlaq
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—

kut pasir hasi } arena i! s
juga dengan aktivi : T/201 peluas satu hek-
: tar‘ Kedua tasnamal us-

mete 3 namun perukan gl ka ( :I hdak se " ] 1lokapl
tetap | ngga kin emerfih syarat ket e L Cubu.: Sepert di
sudah mencapai ke § s 1 SOQ meter - Desa Tulamben (Ban arDmas

dalam ' Batudawa Ke lodt')
) { glt -:I||‘ NAas
i 36 izin 1 _ Kelod S;ikadana (Ban ar

D xias Mekar Sari, Lebah,

titik lokasi galian u didesa Pl ‘ (KP Tiga Bukit, Nusu,) dan
setempat. |anys ! d'i,gmtaraa be- njar Dinas Dharma
Namun, plhaknyfa tentu radadi Kdamatan Bebandem. 7W1nan (}mbsl) bl

Rabt, ([ November 24
13
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tUANG GURU - Proyek ruang guru SMPN 2 Nusa Penida yang disi l

Buruh Libur, Pap

Semarapura (Bali jgst) o ! I
Pelaksanaan proyek tahun 2015 ¢ ﬁ

wilayah Ke
Klung'k%ng, tidak berjalan rhulus, Sa

satunya di

nan ruang guru di sekolah ini berjaja)
DPRD

;a

Saat dlsldak tldat‘satu & ta.hu"t a

aral

pun tukang atau buru yang K nj, IlDPRD K
bekerja. Padahal deadline pem- Gede ifa|¢Gunawan.
bangunan ruang guru bel }antal p \gunan ruang guru
dua tersebut tinggal d apan N 2 Nusa Penida udah
hari lagi. Mirisnya lagl pihak dlpastik molor. Kare
konsultan pengawas juga tidak  suai per¢ndanaan seha
ada di te_inpat. Papan ]Jiroyek i I udah berj

tidak dipasang. Malah, ang-| fersen. Akan etapi,
gota DPRD menemukan papan | o rang baru b fr] lan
proyek di bawah. “Kami men- !u ersen. Dial pesi-

)

([
=
1
cari-cari papan proyeknya dan %) dapat dikerjakan
ketemu. Kondisinya kotor, lalu
kami bersihkan. Seharusnya If:

papan pI‘QV”k dlpasanglagar N{qube 1{|“Bagaiman

e, || NoVarbes 2015
(¥

pihak ke

Komisi II DPRD Klungkung, Selasa (10/11) kemarin.

Proyek Ruang G r 1 SMPN 2 Nusa Penida

matan Nusa Pbmda, Kabupaten
MPN 2 Nusa Penida. Pembangu-
molor. Hal ini sangat xsayangkan Komisi II
ungkung y lpg melak ka;n idhk, Selasa (IlQ/ll) kemarin

men lesalkan tepat waktu.

Sekarang saja tidak ada yang
bekerja. aE lau ingin cepat
selesai, h snya pekerja dita-

mbah,” katanya.

Gita berharap-pihak sekolah
hanya m mbayarnya sesuai
pekerjaan. Apalagi proyek
tersebut dlker]akan swake-
lola. Ia dan anggota Komisi B
lainnya Wayan Buda Parwata
melihat hal ini sebagai kesala-
han dan tanggung jawab pihak
konsu ltag gengawas sebab

a

a sekolah tidak

Bali Post/kmb

N Proyek Tak Dipasang
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~ dana DAK. Gita yakin pem-
r bangunan ruang belajar yang
- menelan dana se;kl ar

Rp 589./358
1 telah memes
1 d yang membi
: ng juga me un ke lapangan
§1dik gembqng n _ cari informasi. (knab)

Edisi  : pabu, || NoVambet ZO(S)
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Deni:asar (Ba Post) - m ker-
Rancangan‘ Anggaran B yang
Pendapatan dan Belanja mulai
Daerah (RAPBD) 2016 mulai ng, tak
digodok Badan Anggaran D Kota
DPRD Denpasar. Dalam draf menu-
tersebut, tim badan angga-
ran eksekutif memprediksi untuk
PAD Denpasar pada 2016 | rsebut
‘mendatang Rp 715 miliar. ersum-
Jumlah ini mengalami penu- masih
runan dari AP 2015 (pe- Tahun
‘rubahan) yang menargetkan tribusi
Rp 719 miliar, sedangkan an Rp

pada APBD 2015 (Induk) Rp
681 miliar. ;

Ketua Komisi IT DPRD
Denpasar 1.B. Kompyang
Wiranata yang ditemui di
‘kantornya, Selﬁlsa (10/11)

ja lang-
ranata
alam

kemarin mengatakan, pajak 61e}bih '1ebih kecil dib ndmgka |
Bea Perolehan Hak atas Ta- engan an belanja ta langsung,
nah dan Bangunan (BPHTB) g. Be-

mulai tahun depan tidak ncang t Kompyang Wiranata,
akan memberikan kontri- ngkan pembahasan intern,
busi yang besar.' Sebab, un- Ung Rp pos-pos tersebut tidak akan
tuk peralihan hak kepada as lagi. Mengingat, hal
ahli waris tidak kena biaya. Wira- dah sesuai deng j_ke 1
Karena itu, terjadi peruba- ihi dis- an undang-unda; ‘;‘
han pada posisi PAD tahun h dan ‘
depan.

angan
ja ?a}g

~ Kompyang Wiranata men-




